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WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR- 'S TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Menimbang

Mengingat

DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Walikota menetapkan rincian Dana Desa ur:tuk setiap Desa.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kota Ambon
Tahun Anggaran 2015.

. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1645 );

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang

Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak
Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angaran 2015
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

11. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat Dalam Wilayah Propinsi Maluku (Lembaran Daerah
Propinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014
Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2015

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
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Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

.



BABII
BESARAN DANA DESA DAN CARA PERHITUNGAN
Pasal 2

Rincian mengenai besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran
2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota Ambon ini.

Pasal 3
Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal untuk setiap Desa di Kota Ambon
Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

2 PDD/D=AD + ABF
AD =90% x DDKA/Jumlah Desa-Negeri
ABF =10 % x DDKA x {(25% x BJP)+(35% x BJPM)+(10% x BLW)+(30% x BIKG)}

Dimana:
BJP =Jumlah Penduduk Desa Keterangan: _
Y. Penduduk Desa Kota Ambon PDD/D =Pagu Dana Desa per Desa
BJPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa AD  =Alokasi Dasar
Y. Penduduk Miskin DesaKota Ambon ABF  =Alokasi Berdasarkan Formula

BLW =Luas Wilayah Desa DDKA = Dana Desa Kota Ambon
Y Luas Wilayah DesaKota Ambon  BJP  =Bobot Jumlah Penduduk

BIKG= IKG Desa BJPM =Bobot Jumlah Pendudukan Miskin
Y IKG Desa Kota Ambon BLW =Bobot Luas Wilayah

BIKG =Bobot Ideks Kesulitan Geografis

b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga
yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri
Keuangan.

BAB III
PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening
Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus).
b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus). dan
c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
a. APBDesa paling lambat bulan Maret. dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I.

-3 / .



(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
Pasal 6

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dialokasikan untuk
mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar.

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa.

c. pengembangan potensi ekonomi lokal. dan

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelan]utan

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama
untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya
ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap
tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;.
b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya.
c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan
bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.
e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
Hutan Kemasyarakatan. dan
g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
1) kelompok usaha ekonomi produktif.
2) kelompok perempuan.
3) kelompok tani.
4) kelompok masyarakat miskin.
5) kelompok nelayan.
6) kelompok pengrajin.
7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
8) kelompok pemuda. dan
9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BABIV
PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

Pasal 8

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh
Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti

dimaksud.
(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan

sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.



(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya,
wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan
realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Walikota .
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran
berikutnya. !

Pasal 10

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak
menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester
sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa
dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(3) Walikota mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan
pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana
Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Walikota.

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan c.q
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

™ Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetgzkan di A}mbon .
ada tanggal + M

2015




Lampiran Peraturan Walikota Ambon
Nomor :
Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2015
BESARAN DANA DESA PER DESA
r i : "~ Alokasi} Berdasaxkan Formula (ABF)
: ; " Iumlah Penduduk (IP) I“"‘l‘h? enduduk Miskin | tuas w;layah aw I"de"’ Kesulian Geogr a Pagu Dahi Deta
No. | NamaDesa Ahkad ] UPM) a Rasio | B ba 7 (IKG) | Total ' per-Desa
e | e L I | Rasio Bobot | w t:W | Rasio | Bobot | 5% ABF (PDD/D)
'}J‘;’M JPM | JPM | LW ®W B | DO | IRG. g IKG
e o jme @m0 (RIKG) | (BIKG) | :
2 ] el 9l a0 | ap | a2y ] d3 . 19 | (a5 (16) (17 as) .
0095 | 00827 | 98079 | 00383 | 00088 | 217710 | 00289 | 00087 | 00586 | S6O00B0 | 3A57BLOSE0
00106 | 000e7 | 18182 | 00071 | 00007 | 277868 | 00869 | oou1 | oorz3 | 166U | AOIBILE
| ...0008 | 00024 | 120713 | 00471 | 00047 | 247561 | 00320 | 00099 | 00209 | 017618152 | 30942220152
| 00186 | 00065 | 60857 | 00236 | 00024 | 261187 | 00347 | 00104 | 00247 |  B7666354 | 310129354
..00889 | 00311 | 348257 | 01359 | 00136 | 279200 | 00371 | o011 | ooea | SLEWIBT | 35104658557
0099 | 00150 | 11563 | 00045 | 00005 | 25497 | 00800 | 00090 | 07 | MBS | SBELIT
|...00038 | 00013 | 00905 | 00004 00000 | 270208 | 00359 | 00108 | oo1as | 1328216673 | 30232818673
| ...02388 | 0086 | 14550 | 00067 | 00006 | 177297 | 0026 | 00071 | 01654 | 1995010172 44874722172
|..0007 | 00108 | 450411 | 01758 | 00176 | 246809 | 00828 | 00098 | 0403 | 4792671665 | 30677273665
...00708 | 00246 | 97551 | 0881 | 00088 | 160580 | 00213 | 00064 | 0552 | 820006901 | 3424608901
..00272 | 00095 | 79218 | 00309 | 00081 | 203625 | 00270 | 00081 | ogact | 01337086 | 31825939086
..00024 | 00009 | 11317 | 00044 | 00004 | 252323 | 00335 | 00101 | o3g | 1298097951 | 30217699931
| .00045 | 00016 | 33951 | 00133 | 00013 | 195602 | 00260 | 00078 | oonog | 1234698873 |  30LSBO0ST
00078 | 00027 | 07545 | 00029 | 00003 | 233665 | 00610 | 00093 | oo1so | 1730481309 | | 30658083509
00479 | 00168 | 16975 | 00066 | 00007 | 217951 | 00290 | 00087 | 00a06 | 3010411525 | 32835013525
0,0238 0,0083 3,0178 | 00118 | 0,0012 | 274551 0,0365 0,0109 | 0,0239 23.046.581,09 312.292.601,09
00807 | 00108 | 113169 | 00442 | 00044 | 261807 | 00348 | 00104 | 0pas7 | 3438124564 323.627.265/64
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